
BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR ^ TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Desa atau

Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa, dan Kelurahan untuk menampung

aspirasi dan menumbuh kembangkan partisipasi

masyarakat, serta menggerakkan swadaya dan gotong

royong masyarakat dalam pembangunan maka perlu

membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau

Kelurahan;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) tidak sesuai lagi dengan perkembangan

saat ini;

c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan

Lembaga Kemasyarakatan perlu menetapkan Pedoman

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah




























